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ABSTRAK 

Sebagai negara kepulauan memiliki potensi yang sangat besar dalam perikanan, 
dan memiliki peranan yang sangat strategis bagi kebutuhan hidup manusia. 
Kesejahteraan bagi masyarakat salah satunya yaitu budidaya perikanan. 
Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Ratio Decidendi Hakim 
Terhadap Pelaku Pengangkutan Benih Lobster Tanpa Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Nomor 
5/Pid.Sus.Prk/2021/PN Plg. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis 
normatif yakni penelitian terhadap norma-norma hukum yang telah tertulis yang 
dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang, 
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus 
serta penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil dari penelitian ini yakni ratio 
decidendi hakim yaitu berdasarkan putusan hakim terdakwa telah terbukti secara 
sah bersalah dan melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan dipidana 
penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 
subsidair 6 (enam) bulan penjara kurang tepat dikarenakan hakim dalam 
menjatuhkan hukuman tidak mempertimbangkan keterlibatan terdakwa dalam 
tindak pidana serta dampak yang akan terjadi dikemudian hari terhadap terdakwa. 
Pertanggungjawaban pidana di dalam putusan No.5/Pid.Sus.Prk/2021/PN Plg 
yaitu terpenuhinya unsur-unsur delik dan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 
92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 
2009 tentang Perikanan, sehingga terdakwa dapat dimintakan 
pertanggungjawaban pidananya.  

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Benih Lobster (benur), 
Perikanan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang 

didalamnya dibatasi oleh perairan yang berupa lautan. Indonesia memiliki 

pesona alam yang keanekaragamannya berupa sumber daya alam hayati baik 

didaratan maupun di lautan. Negara Indonesia juga memiliki banyak beragam 

sumber daya alam yang berlimpah dan salah satunya berada di perairan 

khususnya dalam lautan di Indonesia yang terdapat banyak sekali biota laut.1 

Indonesia memiliki aturan hukum yang terdiri dari Hukum pidana yaitu Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus. Aturan 

pidana yang sering dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

yakni hukum pidana saja, sedangkan aturan yang berada diluar KUHP yakni 

disebut dengan Hukum Pidana Khusus.2 Salah satu yang termasuk dalam 

aturan Hukum Pidana Khusus yakni Tindak Pidana Perikanan. Terdapat dua 

konsep teoritis dalam tindak pidana perikanan yaitu meliputi tindak pidana 

dan perikanan. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh 

pelaku yang berkaitan dengan suatu kejahatan.

 
1 Made Agus Sanjaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Penyelundupan Bibit Lobster , Jurnal Konstruksi Hukum (September 2021), hlm. 569. 
2 Rodliyah dan Salim, Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya, Cet 1 

(Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 1. 
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Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku kejahatan 

yang berkaitan di dalam pengelolaan, pemanfaatan dalam lingkungan 

mengenai sumber daya ikan yang didasarkan pelaksanaan pada sistem dalam 

bisnis perikanan. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan atau suatu tindakan 

yang bertentangan dalam Undang-Undang. Dalam suatu tindak pidana 

perikanan terdapat subjek pidana yaitu orang atau suatu badan hukum. 

Pemanfaatan dalam sumber daya ikan juga merupakan suatu upaya 

meningkatkan nilai ekonomis.3 Dalam pengelolaan perikanan dikonsepkan 

yakni semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan 

informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi 

sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan 

perundang-undangan dibidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah 

atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas 

sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.4  

Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan catatan 

informasi adanya kenaikan nilai ekspor hasil perikanan Indonesia pada 2019 

yakni 10,8 persen. yakni sebesar Rp, 73,6 miliar. Nilai tersebut sangat 

disayangkan karena masih dianggap kalah dari negara Vietnam. Padahal, hasil 

perikanan dari negara Vietnam yang kita ketahui jauh lebih sedikit bila 

dibandingkan dengan Indonesia. Hal tersebut terjadi karena negara Vietnam 

 
3 Ibid, hlm 173 
4 Indonesia, Undang-Undang Perikanan, UU No. 45 Tahun 2009, LN No. 154, TLN 

No.5073, Ps 1 angka (7) 



3 
 

 
 

sudah terlebih dulu membeli ikan yang berasal dari Indonesia, Malaysia, 

Thailand untuk kemudian diekspor ke negara lain yakni Eropa dan Amerika.5 

Larangan penangkapan dan pengeksporan benih lobster menyebabkan 

para ribuan nelayan sangat kehilangan suatu mata pencarian mereka dan 

begitu juga dengan negara yang berakibat kehilangan potensi ekonomi.6 

Lobster air laut dikenal memiliki cangkang yang keras dan sangat berduri. 

Lobster dimanfaatkan sebagian orang sebagai sumber protein hewani.7 

Pemerintah Indonesia berhasil menggagalkan penyelundupan bibit 

lobster pada tahun 2020 dengan jumlah bibit lobster sebanyak 896.236 ekor. 

Benih tersebut ditangani langsung oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian 

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementrian Kelautan dan 

Perikanan. Kepala BKIPM KKP menyampaikan beberapa daerah yang 

menggagalkan penyelundupan benih lobster yaitu stasiun KIPM Jambi 8 kasus, 

dan Stasiun KIPM Surabaya ada 4 kasus. Kepala BKIPM KKP tersebut juga 

menegaskan akan selalu terus berkoordinasi dengan para aparat penegak 

hukum untuk memperkuat benteng pengawasan terhadap tindak pidana 

penyelundupan benih lobster dan selain itu akan ditingkatkan kapasitas para 

penjaga perbatasan untuk mencegah agar tidak adanya penyelundupan benih 

lobster dan ikan yang dilindungi di negara ini.8 

 
5Tim Redaksi, Hasil Laut Indonesia Yang Diekspor Keluar Negeri, 

https://lautsehat.id/ekonomi-hijau/lautsehat/hasil-laut-indonesia-yang-diekspor-ke-luar-negeri/, 
diakses pada 24 Agustus 2022 

6 Popy Rakhmawaty, Larangan Penangkapan Benih Lobster, https://tagar.id/larangan-
penangkapan-benih-lobster-merugikan-nelayan, diakses 30 Agustus 2022. 

7 Kehati, Lobster, http://kehati.jogjaprov.go.id/detailpost/lobster, diakses pada 30 Agustus 
2022 

8Helmi Fitriansyah, Sepanjang 2020 Penyelundupan Benih Lobster Berhasil Digagalkan, 
Liputan6, (31 Agustus 2022), hlm. 1. 
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Berikut kasus yang penulis gunakan sebagai bahan penelitian adalah 

kasus seorang pelaku sebagai kurir yang telah melakukan tindak pidana 

perikanan.9 Kasus pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Prk.2021/PN Plg yaitu 

Penyelundupan benih lobster yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Azis 

Septiansyah Bin Amirsyah (Alm) yang merupakan seorang sopir yang turut 

serta sebagai kurir melakukan tindak pidana di  wilayah pengelolaan perikanan 

Republik Indonesia yang melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan 

yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pelaku membawa 

benih lobster sebanyak 91.456 ekor senilai dengan 14 miliar yang disimpan di 

dalam 18 box sterofoam, terdapat dua jenis benih lobster yakni benih lobster 

pasir sebanyak 83.200 ekor dan 8.256 ekor dengan jenis Mutiara. Atas 

perbuatannya maka terdakwa dituntut Pasal 92 Jo Pasal 26 Undang-Undang 

No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa 

dijatuhkan hukuman oleh Hakim dengan hukuman pidana penjara selama 2 

(dua) Tahun dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan 

ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 

selama 6 (enam) bulan. 

Izin usaha merupakan bentuk pemberian izin dan persetujuan dari pihak yang 

berwenang dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, tujuannya yaitu untuk 

memberikan arahan, pembinaan, dan pengawasan sehingga usaha yang dilakukan 

bisa tertib dan menciptakan pemerataan dalam kesempatan kerja demi 

menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan. Perdagangan yang 

 
9Tasmalinda, Benih Lobster Senilai 14 Miliar diamankan di Palembang Satu Kurir 

Ditangkap, Suarasumsel.id, (31 Agustus 2022), hlm, 1. 
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dilakukan dengan secara berkelanjutan tujuannya ialah pengalihan hak atau 

barang dan jasa disertai dengan imbalan atau kompensasi. Untuk dapat 

menjalankan suatu perdagangan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SIUP). Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 

yaitu : 

ap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, 
pengolahan, pembudidayaan, pengangkutan, serta pemasaran ikan di 
wilayah pengelolaan perikanan indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha 

 
 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 92 menyatakan bahwa :10 

Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, 
pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang 
tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu 

 
Keberadaan sanksi pidana dalam suatu Undang-Undang merupakan satu 

hal yang tidak dapat terpisahkan. Terkhusus dalam pelanggaran Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), diatur dan diberlakukan bagi pelaku usaha dalam melakukan 

kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki izin dibidang perdagangan yang 

diberikan oleh Menteri dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) 

Tahun dan denda paling banyak 1 (satu) miliar. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2014 merupakan pengaturan perdagangan Indonesia yang lahirnya bertujuan agar 

diharapkan dapat memajukan kesejahteraan umum dengan melalui pelaksanaan 

 
10 Indonesia, Undang-Undang Perikanan, UU Nomor 45 Tahun 2009, LN No. 154, TLN 

No. 5073 
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ekonomi disertai dengan prinsip kebersamaan, efesiensi dalam berkeadilan serta 

menjaga agar keseimbangan kemajuan dan kesatuan dalam bidang ekonomi. 

Perdagangan adalah salah satu bentuk kegiatan oleh seseorang atau perusahaan 

yakni kegiatan dalam bidang ekonomi dengan membeli barang ataupun 

menjualnya lagi dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan.11 Dalam 

Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, 

dalam pengendalian perdagangan meliputi perizinan, pelarangan dan pembatasan, 

pembatasan juga merupakan bagian dari upaya dalam penegakan hukum.12 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang digunakan oleh perusahaan 

kecil dan menengah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor 

Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II dengan menggunakan atas nama 

Menteri. Sedangkan untuk SIUP perusahaan besar diterbitkan serta ditandatangani 

oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat I dengan 

berdasarkan atas nama Menteri. SIUP digunakan untuk semua jenis usaha yang 

diperuntukkan bagi semua perusahaan atau suatu badan yang melakukan kegiatan 

usahanya di dalam bidang perdagangan baik dalam menjual barang maupun 

jasa.13 

Kegiatan perdagangan yang dianggap sebagai penggerak utama dalam 

pertumbuhan di bidang ekonomi bagi suatu negara, perdagangan juga merupakan 

daya dukung dalam meningkatkan produksi serta memeratakan pendapat setiap 

 
11Renzy Firnendya, Pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Yang 

Berimplikasi Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 
Perdagangan, Tesis Magister Universitas Airlangga, Surabaya, 2020), hlm. 5 

12Indonesia, Undang-Undang Perdagangan, UU Nomor 7 Tahun 2014, LN No. 54 dan 
TLN No.5512 

13Trias, Pengertian dan Panduan Mengenai SIUP, https://izin.co.id/indonesia-business-
tips/2020/12/10/siup-adalah/, diakses 5 Oktober 2022 
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warga negara. Hal tersebut dapat menjadikan pemerintah merasa perlu untuk 

membuat sebuah aturan yang dapat mengatur tentang perdagangan. Kemudian, 

dasar pertimbangan yang lain dalam pembuatan perundang-undangan tentang 

perdagangan yakni adanya perlindungan dalam bidang perdagangan serta 

dukungan kesempatan dalam pengembangan bidang lainnya. Hal inilah yang 

termasuk dasar pertimbangan pemerintah dalam membentuk dan mengesahkan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.14 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengajukan skripsi yang berjudul Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara 

Pengangkutan Benih Lobster Tanpa Surat Izin Usaha Perdagangan (Analisis 

Putusan No.5/Pid.Sus.Prk/2021/PN PLG) . 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan dibahas adalah : 

1. Bagaimana Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara  

Pengangkutan Benih Lobster Tanpa Surat Izin Usaha Perdagangan Pada 

Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Prk/2021/PN Plg ? 

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Pengangkutan 

Benih Lobster Tanpa Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Putusan Nomor 

5/Pid.Sus.Prk/2021/PN Plg ? 

 

 
14 Firnendya, Pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Yang Berimplikasi 

Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, hlm.7 



8 
 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Ratio Decidendi Hakim Dalam 

Memutus Perkara Pengangkutan Benih Lobster Tanpa Surat Izin Usaha 

Perdagangan Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Prk/2021/PN Plg. 

2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara 

Pengangkutan Benih Lobster Tanpa Surat Izin Usaha Perdagangan Pada 

Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Prk/2021/PN Plg. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang dijelaskan diatas, maka manfaat 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian dan dalam penulisan skripsi ini diharapkan 

agar dapat menjadi bahan informasi tambahan pengayaan akan materi 

mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan 

benih lobster tanpa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan bagaimana 

pelaksanannya. Penulis juga berharap agar hasil dari penelitian dan dalam 

penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan seta memperkaya wawasan ilmu, sehingga dapat 

menjadi bahan masukan bagi penelitian lain. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan agar dapat 

bermanfaat serta menambah pengetahuan mengenai tindak pidana 

perikanan, serta bisa berguna untuk para praktisi hukum, akademisi dan 

masyarakat pada umumnya dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan 

dengan tindak pidana di bidang perikanan. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar berfokus terhadap penelitian ini dan tidak menyimpang dari judul 

penulisan karena sangat luas akan cakupan mengenai tindak pidana dibidang 

perikanan, maka dalam pembahasan pada penulisan ini penulis 

menitikberatkan pada tindak pidana pengangkutan dibidang perikanan tanpa 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yakni ratio decidendi hakim dalam 

memutus perkara pengangkutan benih lobster serta pertanggungjawaban 

pidana dalam pekara pengangkutan benih lobster pada tindak pidana dibidang 

perikanan tanpa adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Putusan 

Pengadilan Negeri Palembang No.5/Pid.Sus.Prk/2021/PN Plg. 
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F. Kerangka Teori  

Dalam penelitian ini memiliki beberapa landasan teori yang akan 

digunakan karena penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian normatif sebagai acuan yang berupa landasan teori yang merupakan 

hal penting. Teori yang digunakan yakni sebagai berikut : 

1. Teori Ratio Decidendi 

Teori ratio decidendi didasarkan pada sebuah landasan filsafat 

yang mendasar, yaitu yang mempertimbangkan segala aspek yang 

berkaitan dengan suatu pokok perkara yang di sengketakan, setelah itu 

mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok 

perkara yang sedang di sengketakan sebagai acuan dasar hukum dalam 

menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada 

motivasi yang sangat jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan 

keadilan bagi para pihak yang sedang berperkara. Istilah Ratio decidendi 

pertama kalinya digunakan di dalam kuliah jurisprudence oleh John 

Austin, awalnya istilah tersebut dipengaruhi oleh seorang sarjana hukum 

di Jerman yaitu Lord Kames. Di dalam pengadilan tidak membuat definisi 

mengenai ratio decidendi, namun digunakan secara sederhana untuk 

sebagai pertimbangan dalam pemikiran analogi dengan pemikiran dalam 

peraturan dalam suatu kasus.15 

Landasan filsafat adalah bagian dari suatu pertimbangan seorang 

hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat berkaitan dengan hati 

 
15 

Dengan Tindak Pidana Jurnal Hukum (Maret, 2021), hlm. 730 
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nurani dan dengan rasa keadilan yang terdapat dalam diri seorang hakim, 

agar putusan tersebut dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya 

bergantung pada keadilan yang hanya bersifat formal, tapi juga bersifat 

substantif dengan tetap mempertimbangkan dari segala aspek yang saling 

berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, 

seperti aspek penegakan hukum, kemanfataan, kepastian hukum, serta 

aspek hukum lainnya. 

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang 

hakim untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkannya, meskipun 

hakim tidak hanya sekadar melihat dari Undang-Undang ataupun 

menerapkan hukum semata akan tetapi tetap peraturan perundang-

undangan adalah pedoman bagi seorang hakim dalam menjatuhkan suatu 

putusan. Kemudian, dalam suatu putusan hakim harus dikemukakan 

pertimbangan hukum sehingga seorang hakim sampai pada putusannya 

sebagaiaman dalam amar putusan yang didalamnya terdapat dalam 

pertimbangan-pertimbangan dapat dibaca dengan motivasi yang jelas dari 

tujuan putusan yang diambil, yakni untuk menegakkan hukum, kepastian 

hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak dalam berperkara. 

Putusan hakim dalam suatu perkara yang berisi pertimbangan yang 

sifatnya sepintas dan terkadang tidak relevan, yang tidak secara langsung 

mengenai pokok perkara yang telah diajukan disebut Obiter Dictum, 

sedangkan putusan hakim yang mengandung pertimbangan mengenai 

pokok perkara secara langsung disebut dengan Ratio Decidendi. 
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Pertimbangan ataupun alasan yang secara langsung mengenai pokok 

perkara adalah kaidah hukum yang merupakan suatu dasar putusan yang 

mengikat para pihak yang bersengketa.16 Dasar hakim dalam menjatuhkan 

suatu putusan pengadilan harus didasarkan pada teori serta hasil dari 

penelitian yang maksimal dan seimbang. Salah satu bentuk upaya dalam 

mencapai suatu kepastian hukum, seorang hakim yang merupakan seorang 

aparat penegak hukum yakni melalui putusannya yang dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur dalam tercapainya suatu kepastian hukum.17 

 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana di dalam suatu hukum pidana 

diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dan dalam Bahasa Belanda 

disebut dengan torekenbaarheid, sedangkan dalam Bahasa Inggris 

criminal responsibility. Pertanggungjawaban pidana merupakan hukuman 

yang berkenaan terhadap pembuat karena suatu perbuatan yang melanggar 

larangan atau menimbulkan suatu keadaan yang dilarang. 

Pertanggungjawaban pidana menyangkut proses peralihan hukuman yang 

ada pada tindak pidana kepada yang melakukan. Menurut Simons suatu 

tindakan yang melanggar hukum (strafbaarfeit) harus merupakan 

perbuatan manusia, perbuatan adalah bertentangan dengan hukum, 

 
16 Achamd Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, cet 

1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.110 
17 D

Jurnal Hukum (Juni 2018), hlm. 91 
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perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, 

dan orang tersebut dapat dipermasalahkan.18 

Dalam bukunya Roeslan Saleh, menjelaskan bahwa 

pertanggungjawaban pidana yaitu untuk sebagai kelanjutan dari suatu 

kesalahan obyektif dalam suatu tindak pidana yang ada serta dengan cara 

subyektif dapat memenuhi standar dalam pemidanaan atas perbuatan yang 

dilakukannya.19 Kesalahan obyektif yang dimaksud adalah menandakan 

jika dalam suatu Tindakan yang dilakukan oleh suatu individu tidak di 

perbolehkan, dalam Tindakan yang tidak diperbolehkan ini yaitu Tindakan 

yang bertentangan oleh suatu hukum formil ataupun oleh suatu hukum 

materil. Sedangkan, secara subjektif yaitu menentukan kepada suatu orang 

yang telah melakukan suatu Tindakan yang dilarang dan bertentangan oleh 

suatu hukum. Konsep suatu pertanggungjawaban pidana tidak hanya 

menyangkut soal hukum, melainkan menyangkut juga soal nilai-nilai 

moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau 

kelompok dalam suatu masyarakat. Perkembangan masyarakat dan 

teknologi pada masa abad ke-20 sangatlah pesat dan karena itulah adanya 

perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat mengenai nilai-nilai 

kesusilaan umum, tetapi nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah 

terutama terhadap perubahan seperti pembunuhan, penganiayaan, 

 
18 Jurnal 

Hukum (Desember 2020), hlm. 13. 
19Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, cet.1 

(Jakarta:Ghalia Indonesia. 2013), hlm.3 
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perkosaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta 

benda.20 

Pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi dua aspek, pertama, 

aspek retrospektif terkait syarat-syarat factual yang mewajibkan hukum 

pembuat untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana melalui proses 

peradilan yang mempertemukan antara pelaku, penuntut umum, dan hakim 

dengan kepentingan yang berbeda. Di satu sisi, undang-undang 

memberikan keleluasaan bagi pelaku untuk membuktikan adanya keadaan 

yang menyebabkan pelaku tidak dapat menghindari tindak pidana.21  

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini bersifat normatif, penelitian normatif  merupakan 

suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan 

suatu masalah  secara internal dari hukum positif yang mendasarkan 

analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan 

dengan berdasarkan permasalahan hukum.22 Penelitian normatif  terdiri 

dari penelitian hukum yang positif, penelitian tentang asas-asas hukum, 

juga merupakan penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan 

perundang-undangan, penelitian yang menelaah sinkronisasi suatu 

 
20Hanafi, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, ed.1 cet.1 (Jakarta:PT 

RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 17 
21Ainul, Syamsu, Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, ed. 1 cet. 1 

(Jakarta: Prenamedia group, 2016), hlm. 71 
22Kornelius Benuf, Metodologi Penelitian hukum Sebagai Instrumen Mengurai 

Permasalahan Hukum Kontemporer , Jurnal Gema Keadilan, (Juni 2020), hlm. 24 
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perundang-undangan, penelitian sejarah hukum serta penelitian mengenai 

perbandingan hukum.23 Penelitian hukum normatif disebut juga dengan 

penelitian doktrinal. Penelitian jenis ini sumber datanya dari data 

sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

serta data tersier.24 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang penulis gunakan pada penyusunan skripsi ini 

diantaranya yaitu: 

a. Pendekatan Undang-Undang 

Pendekatan Undang-Undang merupakan suatu pendekatan yang 

dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan 

regulasi dan peraturan hukum tertulis lainnya yang berkaitan dengan isu 

hukum. Dalam pendekatan Undang-Undang harus memahami heirarki 

serta asas-asas di dalam suatu peraturan perundang-undangan. 

b. Pendekatan Kasus 

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan 

mencermati kasus dan perkara yang bersangkutan dengan isu hukum, 

dan kasus atau perkara tersebut telah diputus dan ditetapkan oleh hakim 

serta berkekuatan hukum  yang tetap. Studi kasus menyajikan data serta 

temuan yang digunakan sebagai dasar untuk membangun latar 

permasalahan untuk perencanaan penelitian yang mendalam dalam 

 
23Zainal Asikin dan Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian, ed. 1 (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 29 
24Ibid, hlm 118 
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pengembangan ilmu sosial.25 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

Putusan Pengadilan Nomor.5/Pid.Sus.Prk/2021/PN Plg. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

Dalam penelitian normatif ini yang penulis gunakan ialah data 

sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari sumbernya tetapi bisa melalui orang lain maupun dokumen 

seperti Jurnal, Buku dan Undang-Undang yang berkaitan. yang diperoleh 

dari Bahan Kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

sumber bahan hukum berupa : 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat berisi 

norma hukum atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan peraturan 

perundangan-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (hukum 

adat), serta yurisprudensi. Dalam penelitian ini berkaitan dengan 

Peraturan Perundang-undangan yaitu : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.26 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum 

Pidana.27 

3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 8 

Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam 

Pengawasan.28 

 
25 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, ed. 1 cet.7 (Jakarta: Rajawali Pers, 

2010), hlm. 23 
26 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
27 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 1946, LN 

No. 127, TLN No.1660 
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4)  Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-

Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.29 

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman.30 

6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.31 

7) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-

DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 

Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.32 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

menjelaskan dari bahan hukum primer berupa Rancangan Undang-

Undang, Pendapat Pakar Hukum, serta Hasil Penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan arah 

petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, seperti Ensiklopedia dan Kamus (hukum).33 

 
28 Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) tentang 

Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Nomor 8 Tahun 1962, LN No.4 dan TLN No. 
2469 

29 Indonesia, Undang-Undang Perikanan, UU Nomor 45 Tahun 2009, LN No. 154, TLN 
No. 5073 

30 Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009 LN 
No. 157, TLN No.5076 

31 Indonesia, Undang-Undang Perdagangan, UU Nomor 7 Tahun 2014, LN No. 54, TLN 
No.5512 

32 Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/2009 Tentang 
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, LN No. 324, TLN No.4048 

33 Zainal Asikin dan Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian, ed. 1 (Jakarta: 
RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 31 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam 

penulisan ini yaitu : 

1) Studi kepustakaan, tujuan dari studi kepustakaan pada dasarnya 

menunjukkan jalan dalam pemecahan suatu permasalahan dalam 

penelitian. Dengan menggunakan studi kepustakaan akan menemukan 

informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan 

permasalahannya. Diantaranya seperti Buku, Jurnal, Dokumen dan 

Undang-Undang. Studi Kepustakaan ini akan membantu menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum yang 

digunakan penulisan skripi ini yakni mempelajari peraturan perundang-

undangan, Undang-Undang, serta regulasi yang berada di bawahnya. 

2) Studi Pengumpulan Dokumen, Studi pengumpulan dokumen yaitu 

teknik pengumpulan bahan hukum dengan menelaah dokumen 

pemerintah maupun non pemerintah berupa Surat Keputusan, Arsip-

arsip Ilmiah, serta Putusan Pengadilan.34 

 

5. Teknik Analisisis Bahan Hukum  

Dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan 

analisis deskriptif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum 

yang didapat berdasarkan kepada landasan teoritis. Peneliti memperoleh 

bahan hukum dan disusun secara sistematisasi dan deskriptif. Sistematis 

 
34 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, ed. 1 cet. 13 (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012), hlm. 112 
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yakni melakukan seleksi mengenai bahan hukum, kemudian melakukan 

klasifikasi penggolongan bahan hukum serta menyusun data hasil riset 

secara sistematis yang dilakukan secara logis, yang artinya ada hubungan 

dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan yang lain. Deskriptif 

yakni menggambarkan hasil penelitian terhadap bahan hukum yang telah 

diperoleh kemudian menganalisis, lalu menganalisisnya menggunakan 

metode analisa kualitatif yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata 

kemudian dihubungkan untuk menarik suatu kesimpulan.35 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik pada penarikan kesimpulan ini penulis menggunakan 

metode induktif yaitu merupakan cara berpikir dengan menetapkan hal-hal 

khusus berupa fakta-fakta kemudian disimpulkan dalam bentuk pernyataan 

umum. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Penulis membuat sistematika penulisan pada skripsi ini yaitu yang terdiri dari 

4 (empat) bab yakni :  

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini adalah pendahuluan dari penulisan skripsi ini yang berisi 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika dalam penulisan skripsi ini. 

 

 
35 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, ed. 1 cet.7 (Jakarta: Rajawali Pers, 

2010), hlm. 64 
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       BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini merupakan tinjauan pustaka dari penulisan skripsi yang 

menjelaskan mengenai Ratio Decidendi Hakim serta 

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Pengangkutan Benih 

Lobster Tanpa Surat Izin Usaha Perdagangan. 

       BAB III : PEMBAHASAN  

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan dalam 

penulisan skripsi yang membahas mengenai Ratio Decidendi 

Hakim serta Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara 

Pengangkutan Benih Lobster Tanpa Surat Izin Usaha Perdagangan. 

      BAB IV : PENUTUP  

Bab ini merupakan Penutup dari penulisan skripsi yang berisi 

kesimpulan dan saran-saran dari penulis terhadap penelitian ini. 
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